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Kendari, 07 Oktober 2021

Kepada Yth.
BUPATI BUTON UTARA
di -

Buranga.

Perihal : Pendapat Hukum

BATASAN TINDAKAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN
PERBUATAN DALAM HUKUM PERDATA OLEH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan permintaan pendapat hukum Bupati Buton Utara tanggal 05 Oktober 2021
disampaikan kepada kami sebagai tim pendamping penanganan perkara hukum/pemberi jasa hukum
pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk memberikan pendapat hukum terkait “Batasan
Tindakan Dalam Hukum Adminitrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh
Pemerintah/Pemerintah Daerah”.

Terhadap permintaan pendapat diatas, maka hal ini menyangkut kajian hukum perdata dan
kebijakan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi pemerintahan yang
berlaku. Pertanyaan yang paling mendasar mengenai tindakan Pemerintahan (Bestuur Handelingen)
adalah mengenai batasan ranah hukum atas tindakan Pemerintahan. Kapankah dapat dikatakan
Pemerintah melakukan tindakan dalam hukum administrasi dan kapan ia dikatakan melakukan tindakan
dalam hukum keperdataan (rechtshandeling naar burgerlijk recht). Hal ini berkaitan dengan Tindakan
Pemerintahan tersebut tunduk kepada ranah hukum yang mana, serta Kompetensi Absolut Peradilan
yang berwenang mengadili sengketanya. Pendapat hukum ini mencoba untuk melihatnya dari segi hak
serta kewenangan, dan pembagian tindakan administrasi secara doktrinal.

1. PEMISAHAN SEGI HAK KEPERDATAAN (RECHT) DAN SEGI KEWENANGAN
(BEVOGHEID) PEMERINTAHAN

Berdasarkan teori hukum yang berkembang saat ini, dapat dibedakan antara “wewenang” sebagai
landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum publik, serta “hak”
sebagai landasan suatu subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan berdasar hukum perdata.
Hadjon membaginya menjadi “kewenangan” dan “Kecakapan” (bekwaamheid) atau dapat dilihat
sebagai pendekatan “hak” bukan “kecakapan”. Kewenangan diperoleh berdasarkan peraturan-
peraturan di dalam hukum publik. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu kewenangan tertentu
yang diberikan untuk badan/pejabat pemerintahan tertentu. Sedangkan hak diperoleh berdasarkan
peraturan-peraturan di dalam hukum keperdataan. Penyebutannya pun spesifik sebagai suatu hak
tertentu yang diberikan untuk subjek hukum tertentu.
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Kewenangan (bevogheid) diberikan dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan
(bestuurzorg) untuk kepentingan pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (recht)
diberikan dalam rangka menikmati kebendaan atau menikmati hal keperdataan tertentu. Oleh
karena itu jelas dalam hal ini ketika Pemerintah bertindak dalam rangka mempertahankan hak-
haknya maka ia tunduk pada hukum keperdataan dan menjadi subjek pada hukum perdata. Namun
jika ia bertindak atas nama kewenangan maka ia tunduk pada hukum publik dan menjadi subjek
pada hukum administrasi.

Menurut Indroharto, ketika Pemerintah sedang mempertahankan hak-haknya maka ia sedang
berlaku sebagai Badan Hukum Perdata, bukan lagi sebagai Badan Hukum Publik. Sebagai contoh,
dalam hukum pertanahan ia dapat memiliki hak atas tanah seperti Hak Pengelolaan (HPL -
Vide Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 2 Undang-Undang
Pengaturan Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960). Berikut penjelasan dari Indroharto mengenai status
Badan Pemerintah sebagai Badan Hukum Publik sekaligus sebagai Badan Hukum Perdata:

Dalam kenyataan sehari-hari kita lihat bahwa pemerintahan umum itu terdiri dari berbagai
macam organisasi dan instansi-instansi, yang kebanyakan organisasi-organisasi demikian itu
selain memiliki wewenang pemerintahan menurut hukum publik juga memiliki kemandirian
menurut hukum perdata (dual function), seperti badan-badan teritorial : Negara, Propinsi,
Kabupaten dan sebagainya. Akibat dari kedudukannya sebagai badan hukum perdata tersebut
adalah:

1.  iadapat memiliki hak-hak keperdataan;
2.  iadapat menjadi pihak dalam proses perdata.

Oleh karenanya dapat disimpulkan Badan Pemerintahan dapat menjadi Badan Hukum Perdata dan
melakukan Tindakan Hukum Perdata ketika mendudukkan dirinya sebagai pihak yang melindungi
hak keperdataannya.

2.  SEGI TINDAKAN PEMERINTAHAN (BESTUUR HANDELINGEN)
Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni Tindakan Faktual (Feitelijk
Handelingen) dan Tindakan Hukum (Rechtshandelingen). Berikut adalah pembagiannya:
o Feitelijk Handelingen (biasa disebut Tindakan Material, atau Tindakan Faktual / Perbuatan
Konkret —vide Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan). Tindakan
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Faktual (Feitelijk Handelingen) akan selalu bersegi satu (eenzijdige) karena bersifat sepihak
saja; dan

o Rechtshandelingen (Tindakan Hukum). Tindakan Hukum (Rechtshandelingen) inilah yang
secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan Hukum
(Rechtsandelingen) ini ada yang bersegi satu (eenzijdige) karena bersifat sepihak saja, dan
ada yang bersegi dua (tweezijdige atau meerzijdige).

Tindakan Hukum Pemerintahan (Rechtshandelingen) dapat dibagi menjadi :

1.  Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan Bersegi Satu (Eenzijdige publiekrechtelijk
handelingen);

2.  Tindakan Hukum Administrasi Pemerintahan Bersegi Dua (Tweezijdige atau Meerzijdige
publiekrechtelijk handelingen).

Sedangkan Tindakan Faktual (Feitelijk Handelingen) akan selalu bersegi satu (eenzijdige) karena
bersifat sepihak saja.

Feitelijk Handelingen (Tindakan Faktual)

Tindakan Faktual (istilah yang akan digunakan seterusnya) merupakan tindakan nyata atau fisik
yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada tindakan aktif saja
namun juga perbuatan pasif. Yang dimaksud perbuatan pasif dalam hal ini adalah Pendiaman akan
sesuatu hal. Contoh dari perbuatan aktif dari Tindakan Faktual adalah pembangunan gedung
pemerintahan. Sedangkan contoh pendiaman/perbuatan pasif adalah membiarkan jalan rusak.
Untuk Tindakan Faktual yang bersifat aktif ia biasanya selalu didahului oleh Penetapan Tertulis,
sedangkan untuk perbuatan pasif tidak. Tindakan Faktual (Feitelijk Handelingen) akan selalu
bersegi satu (eenzijdige) karena bersifat sepihak saja. Oleh karenanya segala jenis Feitelijk
Handelingen masuk ke dalam ranah hukum publik.

Rechtshandelingen (Tindakan Hukum)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Tindakan Hukum ini ada yang bersegi satu
(eenzijdige) dan ada yang bersegi dua (tweezijdige atau banyak meerzijdige). Indroharto
menyatakan bahwa Bestuur Handelingen atau tindakan administrasi pemerintahan haruslah selalu
bersifat sepihak dan bersegi satu oleh karena yang masuk ke dalam ranah hukum administrasi
(TUN) hanya tindakan hukum sepihak dan bersegi satu. Sedangkan tindakan hukum yang bersegi
dua maka masuk ke dalam perbuatan hukum perdata (atau campuran publik-perdata).
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Tindakan Hukum Bersegi Satu (Eenzijdige Publiek Rechtshandelingen)

Sesuai dengan tugas administrasi yakni “mengatur” dan “mengurus”, maka bentuk dari tindakan
Administrasi Pemerintahan dapat berupa pengaturan (regeling, pseudo-wetgeving), atau
keputusan/penetapan (beschikking, plan). Setidaknya dalam terminologi administrasi kontemporer
kedua istilah inilah yang sering dibahas. Sebetulnya secara umum, terminologi keputusan dalam
doktrin administrasi klasik dapat diartikan sebagai besluit atau beslissing (keputusan dalam arti
luas).

Konsep Besluit ini dalam terminologi hukum administrasi di Indonesia pernah digunakan untuk
Keputusan termasuk  Keputusan Presiden. Dahulu semua produk norma baik
berbentuk regeling (pengaturan) maupun beschikking (penetapan) yang dibuat presiden adalah
berbentuk “Keputusan Presiden”/KEPPRES (sebagai Besluit). Namun dimasa sekarang
terminologi Keppres ini sudah disempitkan menjadi bentuk beschikking (Keputusan/Penetapan)
saja,sedangkan untuk yang berbentuk Peraturan disebut dengan “Peraturan Presiden” (PERPRES).
Selain  bentuk regeling (atau regering besluit) dan beschikking, adapula bentuk lainnya
seperti pseudo wetgeving (Perundangan Semu yakni salah satunya adalah beleidsregel), Concrete
Normgeving (Norma Jabaran), dan Plan (rencana). Kesemuanya akan tunduk pada kaidah hukum
publik karena secara karakteristik sepihak dan bersegi satu (eenzijdige).

Tindakan Hukum Bersegi Dua (Tweezijdige Publiek Rechtshandelingen)

Tindakan bersegi dua ini adalah tindakan yang dibuat oleh Pemerintah tidak sepihak, artinya
melibatkan pihak lain. Contoh konkret dari Tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan
pihak swasta (warga Masyarakat). Tindakan hukum bersegi dua inilah yang tunduk dan masuk ke
dalam ranah pengaturan hukum keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan berkontrak
(contract vrijheid). Bentuk-bentuk kontrak Pemerintah ini antara lain:

e Kontrak biasa;

o Kontrak Adhesi atau Kontrak Standar (dengan klausula baku);

o Kontrak Mengenai Wewenang yakni Pemerintah mengadakan Perjanjian untuk melimpahkan
pelaksanaan tugas pemerintahan kepada pihak lain;

o Kontrak mengenai Kebijaksanaan Pemerintah (beleidsovereenkomst) yakni Pemerintah
memperjanjikan kewenangan diskresionernya (freies ermessen) kepada pihak lain.

o Kontrak Pemerintah dengan Swasta yang lainnya.
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KOMPETENSI ABSOLUT MENGADILI GUGATAN ATAS TINDAKAN PEMERINTAH
(BESTUUR HANDELINGEN)

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa pembedaan pengaturan ranah hukum untuk tiap-tiap
Tindakan Pemerintah ini juga berpengaruh kepada kompetensi Peradilan untuk mengadili gugatan
terhadap Tindakan-Tindakan Pemerintah. Apabila tindakan itu lebih condong kepada karakter atau
sifat hukum keperdataan maka ia akan menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum. Sedangkan
apabila tindakan itu lebih condong kepada karakter atau sifat hukum administrasi maka ia akan
menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dicermati melalui
ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 18 Jo. Pasal 85
ayat (1) dan (2):

Pasal 1 angka 18

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 85

(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada
pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan
diselesaikan oleh Pengadilan.

(2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada
pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan
dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Bahwa menurut ketentuan tersebut sengketa Administrasi Pemerintahan merupakan ranah

kewenangan/kompetensi absolut dari Peradilan TUN. Pasal 1 angka 18 di atas membatasi bahwa
segala sengketa Administrasi Pemerintahan diadili PTUN.

Kesimpulan Pendapat Hukum

Saat ini masih banyak sengketa-sengketa yang berdasarkan fundamentum petendi nya berkarakter

sengketa administrasi namun diadili di Peradilan Umum dengan alasan tidak dapat diadili di PTUN
karena terhalang oleh pembatasan kewenangan PTUN dalam UU PERATUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo.
UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009). Di antara sengketa-sengketa administrasi yang
sampai saat ini masih ditangani oleh Peradilan Umum adalah Onrechtmatig Overheidsdaad (Perbuatan
Melawan Hukum oleh Pemerintah) dan Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara). Oleh karena itu
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diharapkan di masa depan pembatasan mengenai Tindakan Pemerintah dalam Hukum Administrasi dan
dalam Hukum Perdata dari ini juga diiringi dengan konsistensi kompetensi absolut peradilan umum dan
peradilan TUN dalam mengadili jenis sengketa.

Dibuat di Kendari
pada tanggal 07 Oktober 2021

Tim Pendampingan Penanganan Perkara Hukum,

HIDAYATULLAH, S.H.
Pimpinan Kantor Hukum/Koordinator

MUH. ISTIGHFAR, S.H, M.H.
Anggota

DODI, S.H.
Anggota
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